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ABSTRAK

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC
Bandar Jaya berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat (nasabah)
melalui pembiayaan warung mikro. Dalam praktiknya, ada nasabah
yang tidak membayar angsuran setiap bulannya sesuai perjanjian
yang telah disepakati. Adanya pasal addendum dalam klausul
perjanjian penyaluran dana dalam akad musyarakah menjadi sangat
penting.

Adapun masalah yang diteliti yakni Apa saja faktor penyebab
terjadinya addendum akad musyarakah di Bank Syari’ah Indonesia
(BSl) KC Bandar Jaya Lampung Tengah? Bagaimana perspektif
Hukum Ekonomi Islam tentang restrukturisasi akad musyarakah di
Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab
terjadinya addendum akad pada Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC
Bandar Jaya Lampung Tengah serta untuk mengetahui praktik
restrukturisasi akad musyarakah dalam’ perspektif Hukum Ekonomi
Islam  dam, Peraturan. Bank Indonesia teriang , agddendum akad
musyarakah di Bank Syaruah Wlndonema (BSI) KC ‘Bandar Jaya
Lampung Tengah -

Penelitian in',. Iah penel,];% kualltatlf dengan jenis
penelitian “field research a‘tau peml lapangan. Bahan atau
objek yang diperoleh dari penelitian ini dengan cara menelaah data
yang penulis dapatkan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitis atau yang biasa disebut dengan menganalisis data yang telah
didapatkan, data diolah dengan cara pengumpulan data primer berupa
salinan sertifikat addendum akad yang dibuat oleh notaris, wawancara
oleh nasabah dan pegawai, serta data sekunder berupa kepustakaan
yaitu buku dan jurnal. Sehingga penulis dapat menganalisa untuk
dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa dasar
dikerjakannya addendum akad musyarakah adalah upaya yang
dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dalam
rangka membantu nasabah meyelesaikan kewajiban agar dapat



membayar angsuran setiap bulannya.  Restrukturisasi akad
musyarakah dalam perpektif Hukum Ekonomi Islam yang ditemukan
mengandung unsur riba karena mengesampingkan prinsip keadilan
sesuai ekonomi Islam. Ketidak adilan tersebut terlihat dengan
restrukturisasi akad musyarakah, nisbah bagi hasil yang diperoleh
bank menjadi lebih besar dibanding awalnya.

Kata Kunci: Addendum, Musyarakah, Restrukturisasi
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusun skripsi
mahasiswa/i Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu
pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Rl NO.158 Tahun 1987 — Nomor: 0543/b/u/1987
tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman

sebagai berikut:
1. Konsonan Tunggal

Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta T Te
& Cat| | S Es (Dengan titik di
L hiA AT atas)
c - Jim SR & ke
z Ha (Dengan titik di
bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal z Z (Dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es

viii




o Syin Sy Es dan Ye

ul Sad S Es (Dengan titik di
bawah)

ua Dad D De (Dengan titik di
bawah)

b Ta’ T Te (Dengan titik di
bawah)

5 Za’ z Zet (Dengan titik di
bawah)

I ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas

& Gain G Ge

o Fa’ F Ef

t Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

o 4 Vo Ay
d\\\ | Ram | A=l . Y 4 El
R » gt

¢ Mi“ - P Em

O Nun N En

3 Wawu W We

° Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

It Ya’ Y Ye




2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rankap

(paiaia Ditulis Muta‘aqqidin
X3 Ditulis ‘iddah
3. Ta’ Marbutah
a. Bila dimatikan tulis h
4 Ditulis Hibbah
40 Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata
Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti
shalat, zakat; dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya)..Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan

kedua4tu ferpisah, maka ditulis dengari i,

u—

|
]

\
\\ a

y & H|_fmuhs

A

e

"/ Karamah al-
A

auliya’

b. Bila ta’ marbutah h1!up atau dengan harakat, fathah, kasrah
dan dammah ditulis t.

PRHSE

Ditulis

Zakatul Fitri

4. Vokal Pendek

Kasrah Ditulis |
Fathah Ditulis A
Dammah Ditulis U




5. Vokal Panjang

Fathah + Alif Ditulis A
e s Ditulis Jahiliyyah
Fathah + Ya’ Mati Ditulis A
gy Ditulis Yas‘a
Kasrah + Ya’ Mati Ditulis I
a S Karim
Dammah + Wawu Ditulis U
Mati Furad
oas A

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya’ Mati Ditulis Al
asiy Ditulis Bainakum
Fathah + Wawu Mati Ditulis Au
J& | Ditulis Qaulun

7. Vokal Pendei yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengaﬁ“ApQStrof ]

g

A m /\ . =
\\,\,LH A=l N atllis P 4 "A’antum
< e ~ Dw U‘iddat
Al S ol Ditulis La’in Syakartum
8. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah
ol AY Ditulis al-Qur’an
o L) Ditulis al-Qiyas

Xi



b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf | (el) nya.

& Lawdl Ditulis as-Sama’

aadd) Ditulis asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

a5 A s 98 Ditulis zaw al-furad
4o da ) Ditulis Ahl as-Sunnah
e - /!
B il |
N Y 4 “x e J_T‘ y
| § 721 I'4N y 4
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan lebih lanjut,
penulis akan menjelaskan tentang pengertian judul skripsi. Judul
merupakan kerangka dalam bertindaknya penulis untuk
melakukan suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari
salah penafsiran dikalangan pembaca. Maka dari itu, perlu
diadakan penegasan judul skripsi untuk menghindari terjadinya
kesalah pahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta
penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu
“Addendum Akad Musyarakah Menurut Bank Indonesia Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BSI KC Bandar
Jaya Lampung Tengah).” Adapun istilah yang penulis jelaskan
sebagai berikut :

1. Addendum

‘ * Addendum / adajdh 1_st||ah dalam kontrak atau
perubahan Pejanjian yang berarti_ pasal atau klausul
tambahan. Se > fISIk terplswl kontrak atau perjanjlan
utama tetapi secara Rkt at pada kontrak utama.*

2. Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk
jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali.?
Menurut ulama figh kata akad didefinisikan sebagai hubungan
antara ijab dan gabul sesuai dengan kehendak syariat yang

! Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank
Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 2.

2 Andri Soemitra, Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis
Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), 5.



menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek
perikatan.’

Sedangkan akad menurut Musthafa Al-Zarga dalam
pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara
hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang
sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.*

Pernyataan pihak-pihak yang berakad disebut dengan
ijjab dan gabul. ljab adalah pernyataan pertama yang
dikemukakakan oleh salah satu pihak yang mengandung
keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun gabul
adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukan
persetujuan untuk mengikat diri.”

Musyarakah

Musyarakah adalah sebuah Kkerjasama perniagaan
antara beberapa pihak pemodal ,untuk menyertakan
modalnya. Dalam suatu uscha, dimana masing-masing pihak
mempunyai hak untuk |kut serta dalam pelaksanaan
manajemen usaha tersebut W

Bank Indonesna

Menuruk@gl{ ang=lidang Dasar Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung
jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yaitu
rupiah. Bank Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan wewenang
tersendiri.’

% Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003), 17.

4 Masjifuk Zuhdi, Studi Islam (Jilid 11l Muamalah), cet. Ke-2 (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1993), 2.

® Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 290.

® Medina Almunawwaroh and Rina Marliana, “Analisis Pengaruh Pembiayaan

Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” Jurnal Akuntansi,
Vol. 12 No. 2 (2017): 2, https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/389.

" Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011.



5. Prespektif

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, prespektif
adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu
masalah atau kejadian. Hal ini menyiratkan bahwa manusia
senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan
untuk memahami sesuatu.®

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari
secara syari’ah, atau dilandasi dengan pedoman al-Qur’an dan
Hadist beserta ijtihad para ulama’. Hukum tersebut mengatur
hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian
atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan
objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan
ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek
kegiatan ekonomi.® Dalam perannya, hukum ekonomi syari’ah
mengatur aktivitas ‘ekonomissepertic produksi, distribusi, dan
konsumsi-agar sesuai dengan prinsip dan-nilei-nilai syari’ah.

- "3erdasarkan Jistilah-istilah tersebut/dapat ditegaskan
bahwalyang dimaksdd dengar jtdul ini‘adalaid suatu studi yang
dilakukan Utituk mengkaji tentang. adderidum akad musyarakah
menurut Bank“iRd6nesia delamPBerspektif Hukum Ekonomi
Syariah yang datanya diambil di Bank Syari’ah Indonesia

(BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini ekonomi syari’ah telah mengalami pertumbuhan
yang sangat pesat. Munculnya lembaga keuangan syari’ah yaitu
salah satunya adalah perbankan syari’ah. Penggabungan Bank
BNI Syari’ah, Bank BRI Syari’ah, dan Bank Mandiri Syari’ah
menjadi satu entitas yaitu Bank Syari’ah Indonesia. Secara resmi

8 Jujun S Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1999), 12.

® Andri Soemitra, Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis
Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), 27.



Bank Syari’ah Indonesia (BSI) lahir pada 1 Februari 2021 atau 19
Jumadil Akhir 1442 H. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara

resmi mengeluarkan izin marger tiga usaha bank syari’ah tersebut
pada 27 Januari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Bank Syari’ah Indonesia (BSI) merupakan ikhtiar atas
lahirnya bank syari’ah kebanggaan umat, yang diharapkan
menjadi energi baru pembangunan ekonomi serta berkontribusi
terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan
melalui usaha pokoknya ini tentunya tidak terlepas dalam
perekonomian masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap perbankan syari’ah menjadi faktor penting dalam
perekonomian industri halal. Pada akhirnya masyarakat memilih
melakukan pembiayaan pada Bank Syari’ah Indonesia (BSI)
dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai
kegiatan usahanya.

Sebagai lembaga skeuangan;, Bank Syari’ah Indonesia
(BSI) KC Bandar Jaya berfungsiimenyalurkan dana ke masyarakat
(nasabahpantara fain melalui produk pempiayaan wardng mikro.
Dalam prakiikiiya, ada nasabarﬂ yahg tidak dengan Syarat atau
mampu membayar angsuran bulanan sestlal dengan perjanjian
yang disepakati antarz k»Syari’ah ,‘p.dmesra (BSI) KC Bandar
Jaya dengan nasabﬁ?ﬁya pat addendum dalam setiap
klausul perjanjian termaksud penyaluran dana dalam akad
musyarakah antara Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar
Jaya dengan nasabah menjadi penting.

Addendum pada akad musyarakah akan berpengaruh dan
menimbulkan akibat hukum yang fair dan logis bagi kedua belah
pihak yaitu antara pihak bank dengan pihak nasabah melalui
proses restrukturisasi di Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC
Bandar Jaya. Addendum termaksud pada akad musyarakah pada
Bank Syari’ah Indonesia (BSI) tunduk pada peraturan Bank
Indonesia (BI). Oleh karenanya, sangat menarik untuk dikaji dari
perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di
atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian memfokuskan
pada restrukturisasi menurut peraturan bank Indonesia Nomor:
13/9/PBI/2011  dituangkan  melalui  persyaratan  kembali
(reconditioning) tentang perubahan jumlah angsuran, perubahan
perpanjangan jangka waktu pembayaran, serta perubahan nisbah
bagi hasil (syirkah,) dalam pembiayaan musyarakah menurut
perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Syari’ah Indonesia
(BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.*°

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, mulai
nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk
dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai
berikut:

1. Mengapa terjadi addendum akad ‘musyzrakah di Bank
Syari’ah Indonesia (BSI)?(C Bandar Jaya Campung Tengah?

2. BagailiBnapérspektif hukum —ckonomti syariah tentang
restrukturisasidakae, musyarakamp@inBank Syari’ah Indonesia
(BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang dimaksud
tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya addendum akad
pada Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya
Lampung Tengah.

0 Jhoni Asmara, Dahlan Ali, and Iman Jauhari, "Proses Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah
Mandiri Cabang Pembantu Jantho),” Jurnal llmu Hukum, Vol. 3 No. 3 (2015): 3,
https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4777.



2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah
terhadap restrukturisasi akad di Bank Syari’ah Indonesia
(BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.™

F. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis

Diharapkan karya atau tugas akhir ini dapat menjadi
kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca.
Dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar
apa yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini, dapat
dijadikan sebagai rujukan ataupun bahan diskusi khususnya
mahasiswa fakultas syari’ah maupun masyarakat, dan berguna
untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya faktor
penyebab  dikerjakannya = addendum  serta  praktik
restrukturisasi dalam akad musyarakah,sesuai dengan hukum
ekonomi .*2

2. Secarapraktis

Tugas akhir iniitiht]ﬂﬁrﬁelengkapi sé@l,aij,éatu syarat
memperoihegelir- Sarjana Hukum™ di-##kultas Syari’ah

Universitas Islaﬁﬂm?el’;iRade .

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu
melakukan kajian pustaka guna mendapatkan informasi ataupun
data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk
meghindari  plagiarisme dan kesamaan maka peneliti
menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya
memiliki relevansi dengan penelitian ini diantarannya sebagai
berikut:

1 Ibid.

2 fa Lathifa Fitriani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam
Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia," Supremasi
Hukum: Jurnal Kajian llmu Hukum, Vol. 5 No. 1 (2016): 2,
https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991.
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1. Fatimah Putri Islamiati dari UIN Raden Intan Lampung,
Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
(Muamalah) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Tentang Kesesuaian Akad Produk Pembiayaan mudarabah
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

BMT Fajar Pringsewu).”

Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu dalam proses akad
pembiayaan mudarabah yang diajukan. Proses pembagian
hasil tergantung pada jumlah besar kecilnya pembiayaan
mudarabah. Apabila jumlah pembiayaan mudarabah (Qirad)
yang diajukan dalam taraf kecil maka nisbah bagi hasil
dilakukan pada akhir, dengan menghitung jumlah keuntungan.

Namun apabila pembiayaan mudarabah (Qirad)
dalam taraf besar maka nisbah bagi hasil yang dilakukan pada
awal yaitu dengan mengambil jumlah modal yang diberikan
kepada nasabah. Daiam proses pencairan modal mudarabah
juga disertakan . dengan sebuah jaminan disesuaikan
beidasarkan besaranya modal yang diberiken. Apabilah
Jamman tidak dlberikan ﬁ)ada saat akad, maka pihak KSPPS
BMT Rajar Pringsewu wu sendiri tidak “akan. sfiemberikan modal
yang telah dla

Dalam pene(tlan <f;’a";rl/(;]/j;lakukan oleh  penulis

memiliki persamaan yaitu proses pencairan modal yang
dilakukan pada setiap akad syari’ah disertakan dengan jaminan
berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Perbedaan yang
penulis dapatkan disini yaitu penulis membahas tentang akad
musyarakah. Melalui proses kesepakatan nisbah bagi hasil
(Syirkah). Nasabah dan bank juga sepakat dan dengan ini
saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa
pelaksanaan bagi hasil (Syirkah) akan dibayarkan setiap bulan
dengan cara menyetor dan/atau mentransfer ke rekening

¥ Putri Islamiati Fatimah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Koperasi
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)" (Skripsi, UIN
Raden Intan Lampung, 2021), 3.



nasabah di Bank Syari’ah Indonesia KC Bandar Jaya,
sedangkan skripsi milik Fatimah Putri Islamiati membahas
tentang akad mudarabah. Proses pada pembagian hasil
tergantung pada jumlah besar kecilnya pembiayaan
mudarabah. Apabila jumlah pembiayaan mudarabah (Qirad)
yang diajukan dalam taraf kecil maka nisbah bagi hasil
dilakukan pada akhir, dengan menghitung jumlah
keuntungan.** Namun apabila pembiayaan mudarabah (Qirad)
dalam taraf besar maka nisbah bagi hasil yang dilakukan pada
awal yaitu dengan mengambil jumlah modal yang diberikan
kepada nasabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

1. Muh Fudhail (2021) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
(Muamalah) dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan
Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara
Indonesia Syari’ah (Kantor Wilayah Jabodetabek Plus).”

Pada | pelaksanaan restrukturisasi  pembiayaan
murdpahaf di “"P.-T. BNI Syari’ah 'sudah sesuéi dengan
berdasarkan Peraturan/ Ban—IJf InUonesua No.” 18/9/PB1/2011
yaitu P.TO BNI Syari’ah menggunakan reschedulullng dalam
mengatasi  pembi bermasaLahlemana pihak bank
memberikan kermgaﬁén N mengubah  jadwal
pembayaran dengan penambahan jangka waktu, serta dalam
restrukturisasi melakukan pengecekan analisis bukti dari
nasabah. Dengan melihat prospek usaha dari nasabah sesuai
angsuran data yang jelas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
memiliki persamaan yaitu restrukturisasi yang dilakukan
menggunakan akad musyarakah sudah sesuai dengan
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PB1/2011.%

¥ |bid.

15 Muh Fudhail, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad
Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syari’ah Rahman, Restrukturisasi
Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia
Syari’ah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 3.
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Perbedaan disini yang penulis dapatkan yaitu penulis
membahas tentang restrukturisasi dilakukan dengan cara
persyaratan kembali (reconditioning) antara lain melalui
perubahan jangka waktu berlangsung selama 1 tahun atau 12
bulan terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani serta
kesepakatan nisbah bagi hasil (Syirkah) dalam pembiayaan
musyarakah. Nasabah dan bank sepakat dan dengan ini
mengikatkan diri satu terhadap yang lain di Bank Syariah
Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
Sedangkan skripsi  milik Irnawati membahas tentang
restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali
(reschedululing) dimana pihak bank memberikan keringanan
dengan mengubah jadwal pembayaran dengan penambahan
jangka waktu di P.T. BNI Syari’ah (Kantor Wilayah
Jabodetabek Plus).

2. Viany Rahmawati (2021) dari IAIN Purwokerto, Fakultas
Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
(Muamalah) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Restrﬂkturisasi PembiayaaafBermasalai Berdasarkan Fatwa
DSNANo. 42/DSN-MUI/iT/2005 _Tentangd Konversi  Akad
Murabahali (Studicasus Banlidﬂsyafiéh KCP Ngawi). ”

Restrukturi ? disin@ﬂﬁkﬁfgn dengan salah satu cara
melalui konversi akad murabahah yang akan dikonversikan
(Dihentikan terlebih dahulu), objek murabahah dijual oleh
nasabah kepada lembaga keuangan syari’ah dengan harga
pasar.'® Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada
lembaga keuangan syari’ah dari hasil penjualan yang
didapatkan, melalui ketentuan Fatwa DSN No. 49/DSN-
MUI/11/2005.Akad pembiayaan murabahah dilakukan dengan
prinsip kehati-hatian bank. Dengan menimbang keputusan
untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai
faktor penilaian.

6 Rahmawati Viany, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi
Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 49/Dsn-Mui/ii/2005 Tentang
Konversi Akad Murabahah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 5.
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
memiliki persamaan yaitu Akad pembiayaan musyarakah
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian bank. Dengan
menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau
tidak, melalui berbagai faktor penilaian. Perbedaan yang
penulis dapatkan disini yaitu penulis membahas tentang
restrukturisasi  dilakukan dengan cara reconditioning
(persyaratan kembali) Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN
N0.08/DSN-MUI/1V/2000 di Bank Syariah Indonesia (BSI)
KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Sedangkan skripsi milik
Viany Rahmawati membahas tentang restrukturisasi dilakukan
dengan cara melalui konversi akad murabahah yang akan
dikonversikan (Dihentikan terlebih dahulu), objek murabahah
dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syari’ah
dengan harga pasar.'’ Kemudian nasabah melunasi sisa
hutangnya kepada lembaga keuangan syari’ah dari hasil
penjualan yang didapatkan, meialui ketentuan Fatwa DSN No.
49/DSN-MU#i1/2005.di Bank BRISyariah#<CP Ngawi.lg

1. Jenis dan sifat p@az}/ @:;/é;\

a. Jenis Penelitian

H. Metode Pénelii,_t_iqg_r

Penelitian ini termaksud jenis penelitian
lapangan (field research) vyaitu penelitian yang
dilakukan di Lembaga Keuangan Syari’ah salah satunya
pada Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya
Lampung Tengah. Dalam judul skripsi ini menggunakan
data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data
deskriptif megenai kata-kata lisan maupun tertulis.
Dengan adanya gejala yaitu ketidak mampuan nasabah
dalam membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan

Y Rahmawati Viany, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi
Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 49/Dsn-Mui/ii/2005 Tentang
Konversi Akad Murabahah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 5.

18 i

Ibid.
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manajemen kebijakan menurut Bank Indonesia (Bl)
yang dapat dikaji berdasar perspektif hukum ekonomi
syariah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis
yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan
melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan,
perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.
Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang
bagaimana faktor dikerjakannya addendum serta praktik
restrukturisasi akad musyarakah antara pihak bank
dengan nasabah di Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC
Bandar Jaya Lampung Tengah. *°

2. Data dan Sumber Data
a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari
b pihak™ lain, tidak Iangsung dart  subiek penelitinya.
! ':_Menggunakan datﬂ ini \sebagai datd pendukung yang
“Heghubungan dengan penelman Adapuh yang menjadi
data s%g\r:mer daLglcpenelltlan ini adalah data
yang didapat d@ri temmmenjadl objek penelitian
yaitu Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya
Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh atau di
kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder
berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap judul
penelitian.” Sumber Data Sekunder yang dipakai

% Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syari’ah (Yogyakarta: Kreasi
Total Media, 2018), 152.

2 Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada
Kucing Dalam Rangka Menekan Jumblah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam
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penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber
yang relevan antara lain : al-Qur’an, Hadist, Buku-buku,
Kitab-kitab figih, Fatwa DSN-MUI, Artikel dan
literatur-literatur lain yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek
penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda,
hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau
peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki
karakteristik tertentu di dalam penelitian.?* Adapun
penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut, yang
terdiri dari pihak bank dengan nasabah yang mengalami
restrukturisasi akad musyarakah berjumlah 75 orang
yaitu 2 orang pihak bank dan 73 orang nasabah.

b. Sampe!

b Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil
dengan - cara-cara «"tef"rteﬁtuj.yang meiniliki /karakteristik
secaraw,jelasw.dan lengkap dapat V_rq:i_ang'gab mewakili
populasi.* Sugiyane. menyebiitkan jika populasi tersebut
besar, sehiﬁ%’%ﬁ?eliti téﬁm?@ﬁidak memungkinkan
untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada
populasi tersebut. Oleh karenanya beberapa kendala yang
akan dihadapkan nantinya seperti: keterbatasan dana,
tenaga dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya
menggunakan sampel yang diambil dari populasi.?®
Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan

(Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” Jurnal
ASAS, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279.

2 Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), 118.

2 Bunga Alfi Sa’idah and Hendra Sanjaya Kusno, “"Pengaruh Rasio
Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Bank Umum Swasta Di Era Covid-19,"
Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Volume 18 Nomor 1 (2022): 72
https://0js2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/download/28/230.

2 Sugiyono, Metode Peneltian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 32.
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dan dalam penelitian ini sampel berjumlah 8 orang yaitu:
1. Kepala Staff Marketing Warung Mikro : 1 orang
2. Kepala Staff Collection & Recovery  : 1 orang
3. Nasabah restrukturisasi akad musyarakah: 3 orang
4

Saksi nasabah restrukturisasi akad musyarakah : 3
orang

Dari sampel tersebut akan didapatkan gambaran
atau data yang akan dibutuhkan. Oleh karenanya sampel
memang harus benar-benar representatif (mewakili)
populasi.

4. Pengumpulan Data
a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam
penelitian yang. berlangsung /secara lisan dalam dua
orang atau lebih.? Dengdn cara bertatap muka serta

b €NggUNakan handphone untuk ‘merekand suara secara
. \langsung. Beﬁé{i Ttp‘r_ﬁtapg informési__"—informasi atau
“Keteranigan-keterangan. Adaptin _yahg  diwawancarai

dalar‘rilpi@‘;‘\mggsi\ ini_adalak_pihak yang terkait, yaitu
antara nasabal” dan pikak bank pada restrukturisasi
pembiayaan bagi Bank Syari’ah serta pembiayaan akad
musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC
Bandar Jaya Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-
hal atau variabel atau berupa catatan, surat perjanjian
dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk
memperoleh pengumpulan data secara langsung untuk

*  Bunga Alfi Sa’idah and Hendra Sanjaya Kusno, "Pengaruh Rasio

Profitabilitas Terhadap Harga Saham Di Era Covid-19," Jurnal Bisnis Dan
Kewirausahaan, Volume 18 Nomor 1 (2022): 74,
https://0js2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/download/28/230.



mendapatkan hasil terkait kejadian di lapangan sebagai
bahan pembuat laporan.?

5. Pengolahan Data
a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing adalah kegiatan memeriksa kembali data
yang diperoleh peneliti ini merupakan kegiatan meneliti
data yang diperoleh untuk menjamin apakah data
tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya atau
tidak.

b. Penandaan Data (Coding)

Coding adalah proses mengklasifikasikan
jawaban-jawaban para responden menurut kriteria dan
macam yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data (Sistematizing)

Sistematizing adalah menempatkan data menurut
kerangka. ' sisiematika bahasan berdasarkan urutan
\masalah. Pada ppnjltlan ini- penulis; melakukan
pengecekan terhadap ata-data atal bahan«bahan yang
telah diperoien.secara sistemaiis, tersdsun, dan beraturan

A Riasifikasi ca@Vany diperoleh,

sesuai dengan
6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi
kebiasaan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam
gambaran umum proses restrukturisasi serta pembiayaan akad
musyarakah melalui penelaah dari gambaran tersebut
berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus.?®

2 sygiyono, Metode Peneltian, 35.
® Ibid.
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Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga
menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang
sifathya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit,
kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang
bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat
kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses
restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari’ah dan
pembiayaan akad musyarakah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori
teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk
melakukan penelitian. Agar pembahasan skripsi mudah dipahami
dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab.
Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:?’

Bab | Pendahuluan

p.Dalam bab ini memuat gambaran seécarag umum yaitu
penegasen judul, Iatar,.'bé|aﬂa}rigf~\masalah, fokUs dan sub-fokus

penelitiafi, furitisan  masalah, tujuafl _pefelitian, manfaat

penelitian, kajiwtian terdahull yang relevan, metode

penelitian dan sistematiké pemoahasan.
Bab Il Landasan Teori

Dalam bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu
tentang teori akad menurut hukum Islam dari pengertian dan
dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad,
asas-asas akad, berakhirnya akad. Kemudian teori musyarakah
menurut hukum Islam dari pengertian dan dasar hukum
musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, jenis-jenis
musyarakah, berakhirnya akad musyarakah, serta perubahan akad
dari pengertian perubahan akad, penggolongan perubahan akad,
tujuan perubahan akad, hikmah perubahan akad.

27 Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat 1lmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta:
Sinar Harapan, 1978), 316.
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Bab 11l Laporan Hasil Penelitian

Dalam bab ini memuat gambaran umum objek penelitian
berupa sejarah Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya
Lampung Tengah, struktur organisasi Bank Syari’ah Indonesia
(BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, visi misi Bank Syari’ah
Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, mata
pencaharian nasabah Bank Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar
Jaya Lampung Tengah, sistem nisbah bagi hasil (syirkah) di Bank
Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah,
serta restrukturisasi addendum akad musyarakah pada Bank
Syari’ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah

Bab IV Analisa Data

Penelitian Dalam bab ini memuat analisa penelitian yaitu
analisa addendum akad musyarakah di Bank Syari’ah Indonesia
(BSI) KC Bandar Java Lampung Tengah, dan restrukturisasi akad
musyarakah melalyi-klausul-addendum akad musyarakah pada
Bank Syarl ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung
Tengah. . g

Bab V Penutup - W u \

Dalam bab%w hany‘g_mgmuat ke5|mpulan dan
rekomendasi yang terkai i pemﬁ%@?ada penelitian ini.



BAB I
LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad
a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab al-agad yang
artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian
ijab gabul (pernyataan melakukan ikatan) dan gqabul
(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak
syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Menurut
etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti*:

1. Mengikat, (ar-Aabtu) yaitu mengumpulkan dua ujung
tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain
sehingga, bersambung, kemudian keduanya menjadi
sebagei sepotong benda’?

2 L Sembungangy , (Acdaiun) / yaitu sambungan yang
N memegang’*ked cL]ung itu dan meﬁglkatnya

ot na saja yang menepati
Janjlnya dant pada AIIah sesungguhnya Allah
mengasihi orang-orang yang bertagwa. *

Istilah ahdu dalam Al-Qur’an mengacu kepada
pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan

! Muhammad Kamal Zubair, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan
Syariah," Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 14 No. 1 (2016): 45,
https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222.

2 Johar Avrifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah," Al-Amwal: Jurnal
Ekonomi  dan  Perbankan  Syari’ah, Vol. 6 No. 1 (2016): 2,
https://doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256.

% Nasrun Harun, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pratama,
2007), 97.

4 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh (Mesir: Alhar Al-Kuwaityyakh,
1964), 89.

17
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tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.> Perjanjian
yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan
pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh
kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.®

Secara umum pengertian akad hampir sama
dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama
Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu, segala sesuatu
yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya
sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu
yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang
seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”’

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan
antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua
arah. Hubungan ini berlaku untuk keperluan materi berupa
benda yang bergerak maupun tidak. Atau pun dapat
berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di
masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian
(hadLah)

~ Akad menumhgllahﬁdalah keterlkatan keinginan
diri dengan sesuatu yang lain dengan-eafa memunculkan

adanya komﬁ@te%entu y ‘é’.‘“\ i’atkan.®

Menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:
1. Musthafa Az Zarga

Dalam pandangan syarak, akad merupakan
ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau

* Ibid, 97-98.
® Septarina Wati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," Jurnal
Jurisprudence, Volume 7 Nomor 2 (2018): 152-59,

https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095.

" Muhammad Kamal Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi
Muamalah," Mugtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 1 No. 2
(2010): 245-57, https://doi.org/10.18326/mugtasid.v1i2.245-257.

& Ali Bin Muhammad Al-Jarjaniy, Kitab Al-Ta'Rifat (Jeddah: Al- Haromain,
t.t.), 150.

% Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," Jurnal
limiah Al-Syir’ah, No. 2 (2010): 21, http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.23.
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beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk
mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-
pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya
tersembunyi dalam hati. Untuk menyatakan kehendak
masing-masing harus diungkapkan dalam suatu
pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu
disebut dengan ijab dan gabul.*

2. Ghufron A. Mas’adi

Akad adalah menghimpun atau mengumpulkan
dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang
lainnya. Sehingga keduanya berambung dan menjadi
seperti seutas tali yang satu dan kokoh. ™

3. Hasbi Ash Shiddieqy

Akad adalah perikatan antara ijab dan gabul
yang dibenarkan syara’ dengan menetapkan keridhaan
kedua beiah pihak. ain yang memiliki kehendak sama,
yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan

Wkad J N 0 gl
. ARS8 |_i &
4. “WKomplasi Hukum Ekonomi-Syarizah™

%adalawwatan dalam  suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih dan tidak

melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad
menurut syar’i yaitu hubungan antara ijab dan gabul
dengan cara yang dibolehkan oleh syari’at yang
mempunyai pengaruh secara langsung.™

10 Bydiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”, 12.

11 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‘ah, Studi Tentang Teori Akad
dalam Figh Muamalat, 79.

2 1bid, 80-82.

18 Meri Piryanti, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad," At-
Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Volume 2 No. 1 (2014): 82-107,
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/1836.
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5. Muhammad Aziz Hakim

Akad adalah penyatuan dari penawaran (ijab)
dan penerimaan (gabul) yang sah sesuai dengan hukum
Islam. ljab adalah penwaran dari pihak pertama,
sedangkan gabul adalah penerimaan dari penawaran
yang disebutkan oleh pihak pertama. **

6. Zainal Abdulhaq

Akad adalah membuat suatu ikatan atau
kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan
pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu
barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan

hukum syar’i."®

Akad termasuk dalam kategori hubungan yang
mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua
orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya
yang kemudian—dua keinginan-itu dinamakan ijab dan
gabul »

b. Dasar HukumAkaty | €4
1. al-Quean o
S‘é?a?é.j?mum @i dimaksud dengan akad
adalah setiap yang mengandung tekad seseorang
untuk melakukan sesuatu. Baik tekad dari pihak
maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki

kehendak sama. Menunjukkan keinginan kuat untuk
melakukan akad. Sebagaimana firman Allah dalam

4 Sohari Ru'fah, Figh Muamalah (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979),
53.

%% Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).45.

16 Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," Al-
Mawarid  Journal of Islamic  Law, Edisi 18  (2008): 56391,
https://media.neliti.com/media/publications/56391-1D-terbentuknya-akad-dalam-
hukum-perjanjian.pdf.
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kutipan surah al-Maidah Ayat 1:''

A.Mr VKJ v.l:-\ J).a.a.“.: ljsjl I5alz \_j.\] L@f

z
/5;

« }U

ol rﬁﬁ‘ﬁw‘&ﬁ&g}:/

N

sl.s\

| pond

2 2

-

\./ j’ LA W";&T

“Hai orang-orang yang beriman patuhilah agad-agad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.) ”

Dasar hukum suatu akad adalah perjanjian.
Perjanjian yang-dibuat oieh seseorang tidak memerlukan
persetujuan erang lain. Baik setuju, atau tidak, tidak

j-‘--.bsrpengaruh kepada janjl yang dlbuat oleh orang
e S 2 1 £

Sepem yang duelaskan dalam Q.S-aiif 1rnran ayat 76: "

lg_,oud.blub

T conge 5ol or

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa,
maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang
bertakwa.”

Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan
(penipuan), apabila salah satu pihak melakukan sesuatu
kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu

17 Bambang Lesmono, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-
Maidah," Mubeza, Volume 11 No. 1 (2021): 12,
https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/53/45.

8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).45.

® Indah Anugraini, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam
Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota
Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 25.
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pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah
diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan
oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT
Q.S. Surat al-Anfal ayat 58 yang berbunyi :%°

/-,-_;}

Vuju«.qL;-‘g_Aﬁ-Y

“Dan  jika engkau (Muhammad) khawatir akan
(terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan
cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang
yang berkhianat.”

2. Hadist

Kemudian Aflah™ SWTmelaknat orang yang
memakan, memberi, dan yang menjadi saksi atas akad
rlba terdapet dalamy pa istayang D|r|wayaﬂ'<an oleh Imam
Ahmad dari AbadliEh binMas*(d:2 o

)S\q.«.cg_\w ’uu}wd%wuhwuh

"‘u.a AM\ Jc us: g_u;_a Aﬂ‘.l.\.!: u.u

“4.:"53 2l “J,S}AJ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad; telah
menceritakan kepada kami Syu’bah dari Simak bin
Harb ia berkata; aku mendengar Abdurrahman bin
Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas ud
bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli)

% Nadya Rachmi Wulandari, "Amanah Dalam Al-Quran (Analisa Penafsiran
Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Agidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-
Manhaj)" (Skripsi, Institut llmu Al-Qur'an (11Q) Jakarta, 2021), 17.

2L Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam,” Al-
Mawarid  Journal of Islamic  Law, Edisi 18  (2008): 56391,
https://media.neliti.com/media/publications/56391-1D-terbentuknya-akad-dalam-
hukum-perjanjian.pdf.
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dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda :Allah melaknat pemakan harta riba, yang
memberinya saksi atas akad riba dan orang yang
menuliskannya.”(HR Imam Ahmad).

Berdasarkan beberapa uraian mengenai akad di
atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah kewajiban
yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad dimana
bertemunya pernyataan merelakan (ijab) dengan
pernyataan menerima kepemilikan (gabul) dalam suatu
kerjasama atau kesepakatan antara dua orang atau lebih
agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan syara’.?

2. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun Akad

Setelah “diketahui” bahwa akad merupakan suatu
perbuaian yang-sengaja dibuat oleh=dua orang atu lebih
f'berdasarkan keridhaa masmg masing | maka timbul bagi
'\kedua helah pihakeh Gon itizam yang leUjudkan oleh
akad™mikun-rukun ialah sebagai heriket: >
1. Agid gy g
Agid adalah orang yang berakad, pihak terdiri
dari satu atau beberapa orang. Seorang yang berakad
terkadang orang yang memiliki hak (aqid ashli) dan
terkadang orang yang memiliki hag. Ulama figih
memberikan persyaratan atau kriteria yang harus
dipenuhi oleh agid, antara lain: **

22 Rachmat Syafe'i, Figh Muamalah (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001).43.

28 Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online
Perspektif Ekonomi Syariah," Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.
1 (2018): 13-26, https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625.

24 Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum
Sebagai Aqgid,” Al-Igtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah,
Volume 2 No. 2 (2015): 2, http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.379.
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a. Ahliyyah

Ahliyyah, secara harfiyah (etimologi) berarti
kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya
orang yang memiliki kemampuan dalam suatu
bidang Ada dua jenis kompetensi: pertama,
ahliyyah wujub yaitu seseorang dianggap belum
mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban
syara’, seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain,
walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut,
statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban.
Berdasarkan ahliyyah wujub, anak yang baru lahir
berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk
menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta
tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus
dikelola oleh wali atau washi (orang yang diberi
wasiat untuk memelihara hartanya), karena anak
tersebut - dianggap  belum  mampu  untuk

memberikan hak atau menunaikan kewajjban.*

Kedua,‘-""ﬁi\/%g)};h\__ ‘ada, Lyt ,--"Seseorang

‘\ “-‘::jgli@pggap telah cakap untukK meméFima hak dan

kewa‘JE;;?yang fepiadi  ukuran  dalam
menentuka ;%pakaﬁ?‘séé's?cﬁéng telah  memiliki
ahliyyah ‘ada adalah agil, baligh, dan cerdas. %°

Keduanya memiliki kecakapan dan keputusan
untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan
memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz
dan berakal. Berarti sesorang tersebut tidak gila
dan mampu membedakan suatu hal yang baik dan
hal yang buruk.?’

% Gjah Khosyi'ah, Figh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia,
2014).45.
% H. A. Djazuli Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

27 Suwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
151-152.
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b. Wilayah

Wilayah  adalah ~ kewenangan  untuk
melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi
hukumnya) menurut syar’i. Wilayah dalam arti
bahasa adalah menguasai  persolan  dan
melaksanakannya. Menurut istilah syara’ wilayah
adalah keharusan yang diberikan oleh syara’
dengan  memungkinkan si  pemilik  untuk
menimbulkan akad-akad dan tassaruf (ucapan) dan
melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang
timbul karenanya. Artinya orang tersebut memang
merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas objek
transaksi sehingga  memiliki hak  dan
kewenangan.

2. Ma’ uqud alaih (Objek Akad)

Benda-benda yang' diakadkan, objek akad

yaitu harga atau barang+yang menjadi objek transaksi.
- , Objek akad, _har S memenuh| syarat- syarat sebagai
berlkut 2 LA NE\ 425

Barang yang Masym (Legal)

%arang %g’%ljadlkan akad harus
merupakan sesuatu yang sah dijadikan objek

berdasarkan hukum Islam, yaitu harta yang
dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini
disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam
akad muawadah (bisnis) dan akad tabarru
(sosial).*

28 Muhammad Syaifudin, Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,

Dogmatik, dan Praktik Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju 2012), 89.

300.

2 Gemala Dewi, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Kencana, 2017).73.
% M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Figih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),
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b. Objek yang dapat diserah terimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika
terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat
ini berlaku dalam akad-akad muawadah. Akad
muagwadah adalah akad yang dilakukan karena
adanya motif bisnis yaitu akad-akad yang berlaku
atas dasar timbal balik seperti, jual beli, sewa
menyewa, shulh terhadap harta dengan harta.*

Menurut Imam Malik juga berlaku dalam
akad tgbaru. Namun Imam Malik juga
membolehkan dijadikannya objek akad dalam
akad tgbarru. Tabarru secara bahasa berarti
sedekah atau berderma. Tgabarru  berarti
melakukan suatu - kebaikan tanpa persyaratan.
Secara istilah, tabarru adalah mengerahkan segala
upaya untuk memberikan harta atau manfaat
kepada orang lain, secara langsung ataupun pada

b Masa yang akan datang tanpa ‘adanya kempensasi,
. dengan tu;udn quebalkan dan perbuatan ihsan
“Snterhadap  barang- barang yang, silit diserahkan

padwﬂangsung Mad 2
c. Jelas diketallui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus
jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga
tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara,
misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila

3 Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers,
2018), 25.

%2 Haqigi Rafsanjani, "Akad Tabarru’ dalam Transaksi Bisnis,” Jurnal
Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 1 No. 1
(2016): 21-22, http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i1.758.
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ada ditempat akad, dengan dilihat atau
ditunjukkan.*

3. Maudhu’ al- aqd (Tujuan Akad)

lalah tujuan atau maksud pokok mengadakan
akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan
pokok akad. Apabila akadnya berbeda, maka
berbedalah maksud dan tujuan pokok akad. Tujuan
setiap akad menurut ulama figh hanya diketahui
melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak

syara’. %

Jadi motif bertransaksi berbeda-beda dalam
satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda-beda
dan berlaku dalam sebuah akad. Semua bentuk akad
yang tujuannya bertentangan dengan syara’ (hukum
Islam) adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat
hukum.. Akibat. hukum dapat terjadi atau tercapai
segera setelah konirak dilakukanrapabila syarat-syarat

R yang dlperluka‘n lah, terpenuhi. * ol

4 Slghat al-agad{lj %m Qahul) :
_ Sesuatu y@ﬁg_msandarkan dari dua pihak
yang berakal¥menu n atas apa yang ada dapat

diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan
tulisan. Shighat ini disebut dengan ijab gabul.*

a. Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Akad dengan ucapan adalah akad yang paling
sering digunakan sebab paling mudah digunakan
dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak

% Muhammad Syaifudin, Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik, dan Praktik Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju 2012), 89.

* Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," Jurnal Repertorium, Volume 4
No. 2 (2017): 2, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284.

% Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, 23.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), 46.
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harus saling mengerti satu sama lain ucapan
masing-masing serta menunjukan keridhaannya.

b. Akad dengan perbuatan

Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan,
sebab terkadang dalam akad tidak digunakan
ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang
menujukan saling meridhai, misalnya pernjual
memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c.Akad dengan Isyarat

Akad dengan isyarat digunakan bagi orang-
orang yang tidak mampu berbicara, sebaliknya bagi
orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan
dengan akad ini  melainkan harus dengan
menggunakan akad lisan atau tulisan.

d. Akad denganTulisan

Akad- dengan < tulisan diperbolehkan
mdigunakan bagi orang yang mampus berbicara
\, matipun yang_tlda mampu berbicara, dengan syarat
“fdisan ftu harus jelas dar dapa® dipahami oleh

keduaﬁ@%{ g

=

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Sighat
agad ialah:.

1. Sight al-agad harus jelas pengertiannya, kata-
kata dalam ijab gabul harus jelas dan tidak
banyak memiliki pengertian.

2. Harus sesuai antara ijab dan gabul. Tidak boleh
antara yang berijab dan yang menerima berbeda
lafadz.

3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari
pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa

%A, Mas'adi Ghufran, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), 77.
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dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti
oleh orang lain karena dalam tijarah harus
saling ridha.*®

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk agad atau akad syarat yang
ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan. Syarat-
syarat berikut adalah:

1. Syarat Sahnya Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang
diisyaratkan syara’ untuk menjamin dampak
keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut
rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap
akad.* Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya
seseorang dari enam kecacatan dalam akad, yaitu
kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan,
ada (unsur kemadharatan; dan syarat-syarat jual beli
rusak (fasid).*

we "Syarat Akad /| W 4
o ~.Syarat terjadlnya akad adalaiv segala sesuatu yang

d||sy%untuk gadinya akad secara syara’.
Syarat- syara?f umumyang harus dipenuhi dalam

berbagai macam akad yaitu:

a. Kedua orang tua yang melakukan akad cakap
bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang
yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena
boros atau lainnya.

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima
hukumannya.

c. Akad itu diizinkan oleh syara’. Dilakukan oleh
orang Yyang mempunyai hak melakukannya

% Ibid, 77-78.
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).45.
“pid, 77-78.
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walaupun dia bukanakid yang memiliki barang.
d. Agad tidak dilarang oleh syara’.

e. Agad dapat memberikan faedah.

" ljab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum

terjadi qgabul. ljab dan gabul bersambung jika
berpisah sebelum adanya gabul maka batal. **

3. Macam- Macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang
setiap macamnya sangat bergantung pada sudut
pandangnya. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari

42
segi keabsahan menurut syara’.

a. Berdasarkan Ketentuan Syara’
1. Akad shahih

Akad shahth-merupakan akad yang telah
memenuhi rukun syarat-syaratiya. Hukum dari
akad shahih ini adalah ‘berlakunya seluruh

) akibat hukﬂmﬁyang dmmbulkan akad itu dan
ey, mengukat bagi para pihak- plhak yang berakad.

%i%h ini d%oleh ulama Hanaflah
dan ahmadiadi dua macam, yaitu:®
2. Agad Mauquf
Akad yang dilakukan seseorang yang
cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki

kekuatan untuk melangsungkan dan
melaksanakan akad itu. Seperti akad yang

1 Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep
Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," Syntax Literate; Jurnal Iimiah Indonesia,
Vol. 4 No. 12 (2019): 137-50, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805.

2 Ulil Amri Syah, “Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga
Keuangan Syariah” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 3.

3 Zubair and Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,"
Jurnal Syariah Hukum, Vol. 14 No. 1 (2016): 2,
https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222.
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dilakukan oleh anak yang muwayyiz. **
3. Akad Nafiz (sempurna untuk dilaksanakan)

Akad yang dilangsungkan dengan
memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada
penghalang untuk melaksanaakannya.*

4. Akad tidak Sahih

Akad tidak sahih adalah akad yang tidak
memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan
demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau
tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah
menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid
termasuk golongan ini, sedangkan ulama

hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.*®

b. Berdasarkan sifat-sifat Akad
1. /Akad Bersyarai(Akad-ghair Munjiz)

Akad ghaii munjiz adalah akad yang

dlucapkaq eseQrang dan dlkaltkan dengan

. sesuatd.yak apablla syarat ataukaltan itu tidak
""""':‘ada akad pun tidak jadl “Baik dikaitkan dengan

‘,-;_esuat\{;.jelﬂsebut atau ditangguhkan

pelaksanannya.
2. Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz)

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan
seseorang, tanpa memberi batasan suatu kaidah
atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti

* Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," Jurnal Repertorium, VVol. 4 No.
2 (2017): 2, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284.

% Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-
Salam Dalam Transaksi e-Commerce," Mazahib, Volume 15 No. 1 (2016): 1-19,
https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589.

46 Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah", 4.
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ini dihargai syara’ sehingga menimbulkan
dampak hukum.*’

c¢. Berdasarkan bentuk-bentuk akad
1. Agad Munjiz

Agad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan
langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan
akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah
pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat
dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah
adanya akad.

2. Akad Mu’alag

Akad Mu’alag yaitu akad di dalam
pelaksanannya terdapat syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam ~akad, misalnya penentuan
penyerahan harang-barang yang diadakan setelah
adanya pembayaran;®®

Bupékad Mudhaf , p—

|

N Adad ’—M‘tranF‘yhitu terdapail syarat-syarat
yang“mengéiai penanggulangan pelaksanaan akad
pernyatdi iyang) pejakeantannya  ditangguhkan
hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah
dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai
akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.*®

4. Asas-asas Akad

Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa
asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh

4 Mawardi, "Al-‘Uqud Al-Murakkabah Sebagai Progresifitas Hukum
Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di
Indonesia,"  Hukum Islam, Volume 18 No. 2 (2019): 69-93,
http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.6693.

* Rini Fatriani, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank
Syariah Di Indonesia,” Ensiklopedia of Journal, Volume 1 No. 1 (2018): 32,
https://media.neliti.com/media/publications/271786-bentuk-bentuk-produk-bank-
konvensional-d-79402ecc.pdf.

* Rachmat Syafei, Figih Muamalah, 67.
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pihak-pihakyang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak
terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan
berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.
Asas-asas akad ini bersumber dari al-Qur’an, hadist, dan
ijtihad para ulama sepanjang sejarah selama berabad-
abad silam. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:®

a. Asas Kebebasan Berkontrak (al-hurriyah)

Asas kebebasan berkontrak merupakan
prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam. Dalam
hukum Islam dan hukum perdata, asas kebebasan
berkontrak ini tidak mutlak (absolut), akan tetapi
bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan
kepentingan umum (maslahah ‘ammah). Pengaturan
substansi  kontrak tidak semata-mata dibiarkan
sebebas-bebasnya kepada para pihak, namun perlu
memperhatikan nilai=nilai hukum Islam. Hadist Nabi
riwayat Imarm al-Tirmidzi dari<Amr bin ‘Auf al-
Muzani, Nabi s.a.w bersabda” = __4

u\ﬁdax j»mlﬁumy\w\w}g@;n

“Perjanﬂan boleh Ws dilakukan di antara
kaum muslimin  kecuali perjanjian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram: dan kaum muslimin terkait dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan

51
yang haram.”

% Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak

Syari’ah,"

La_Riba, Volume 2 No. 1 (2008): 91-107,

https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7.
% Nadya Rachmi Wulandari, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran
Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Agidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-

Manhaj)", 34.
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b. Asas Konsensualisme

Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir
setelah dilaksanakan ijab dan gabul. Dengan
tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu
menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka
yang membuatnya terdapat dalam Al-Quran Surah
al-lmran ayat 76:

17\\\

(2 0T BTGB (T congn (351 o U

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan
bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-
orang yang bertakwa.”®

c. Asas Kerelaan (Al-Ridhaiyyah)

Asas’ini. menyatakan-bahwa egala transaksi
yang. dilakukan harus atas dasai kerelaan antara
wminasing-masing pihak, yang Dberfransaksi. Segala

"‘-f‘transak5| hafugh aldasarkan kepada/ kesepakatan
“Bebas_dari para pihak dan-tidak«bleh ada unsur
lag-penipuan. Dasar asas
rela di antara kalian)
terdapat dalam Al-Quran Surah an-Nisa’ ayat 29 :

z
-5

il (STl |5J_c=t ¥k 2l s

52 Nur Habib Fauzi, "Praktik Pembuatan Dan Pelaksanaan Standar Kontrak Di
Lembaga Keuangan Syariah Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di KSPPS BMT PETA
Trenggalek)" (Skripsi, UIN Sartu Tulungagung, 2018), 23.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka (sama-sama rela) di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesunggunya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” >

d. Asas al-adalah (keadilan)

Prinsip keadilan merupakan pilar penting
dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam.
Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian
dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan
kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang
telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak
dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan
dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan
pihak lainyyang terlibat dalam akad tersebut.>*

Ailah berfirman dalanr surat Ai=Maidah ayat 8:

P /4.‘9 { Prd o J/.o

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu
menjadi orang-orang yang selalu menegakkan
kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

5% |gbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Alquran: Studi
Analisis Penafsiran Surah an-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi" (Skripsi,
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 12.

% Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak
Kepemilikan Harta,"” Jurnal Al-’Adalah, Volume 13 Nomor 2 (2016): 239-58,
https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864.
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suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”®
e. Asas Pacta Sunt Servanda (Asas kepastian hukum dan
asas akad itu mengikat para pihak)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat suatu
asas, bahwa setiap akad perjanjian bersifat mengikat para
pihak (ilzam/binding).’®

Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Shaff ayat
2 dan 3:

A o Y G T e 3 15k Ll el

@:)yb-a-:/" YL;S\)J;;.ZQT@JML&A

* Wahai orang-orang yang Geriman, mengapa kamu
mengatakan sesuatu _(beijanji)  tetapims kamu tidak
meleksanakannya? J WAHah sangat melr/nbenu orang-
orangmyang “berjanji (mengatakaf seswdtu) tapi tidak
melaksanakagjaniinuya (peikataannya) itu (3). »ot

psreET

7N

5. Berakhirnya Akad

Dalam Fikih ditemukan konsep berakhirnya akad
melalui dua kategori yaitu:

%5 Resti Wahyu Susanti, “Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam
Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90 Dan Al-Maidah Ayat 8)”
(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 5.

% Indah Cahyani and Endang Samsul Arifin, "Kritisi Prinsip Hukum Pacta
Sunt Servanda pada Klausula Kks Migas Sebagai Literasi Hukum Kontrak
Internasional Perspektif Hukum Positif dan Syariah," De Jure Critical Laws Journal,
Vol. 2 No. 2 (2021): 28-42,
https://myjournal.id/index.php/jwh/article/download/37/20.

5" Ahmad Sufian bin Saiful Bahari, "Riwayat Qalun Dan Warsy Pada Qiraat
Nafi’dalam Surah Al-Shaad ayat 2 da 3," TAFSE: Journal of Qur'anic Studie, Vol. 3
No. 2 (2018): 2, https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2738358.
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a. Akad telah berakhir secara sempurna.

Dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat
berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna
tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara
penuh dikenal dengan istilah doktrin al-ifa” yaitu akad
telah sempurna dilaksanakan dan parapihak secara terbuka
telah menerimanya serta ditemukan lagi usaha-usaha
untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir.*®

b. Akad berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna

Umumnya akad seperti ini adalah akad yang salah
satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang
bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda)
belum diterima walaupun akad telah sempurna.*®

Selain itu sebab-sebab berakhirnnya akad menurut
Syamsul Anwar vaitu sebagai berikut:

Akad yang sifatnya mengikat, suaiu akad dianggap
berakhlr apablla

a _Akad itu tetdapaw unsur tlpuan atau salah satu unsur
Midalk terpenuhi;

b. BerlakinYanihiyaf Whlyat aib, atau khiyar

rukyah;
c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan
d. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

e. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu
sifatnya tidak mengikat.

f. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu

58 Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Perdata," Tahkim, Volume 3 No. 2 (2020): 21-37,
https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435.

% Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian
Islam," ’Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan llmu Keislaman, Vol. 8 No. 1 (2015): 1—
24, https://jurnal.instika.ac.id/index.php/Anillslam/article/view/31.

8 H Syamsul Anwar, Sebab Berakhirnnya Akad (Jakarta: Rajawali Pers,
2021), 23.
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memiliki tenggang waktu.

g. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
Dalam hal ini ulama figh menyatakan bahwa tidak
semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah
satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa
berakhir dengan wafatnya salah satu pihat yang
melaksakan akad, diantaranya adalah akad sewa
menyewa.”

B. Musyarakah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah
a. Pengertian Musyarakah

Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan,
pencampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerja sama
kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.
Adapun secara terminologis, musyarakah-adalah kerja sama
usaha anfare dua plhak atau Ieblh untuk suatuvsaha tertentu,
di mang masing= ng pjhak memberll@m kontribusi
dengan Kesepaikatan bahwa keuntungan,.,dan resiko akan
ditanggung bem@e@ual dengankesepakatan.®

Ada beberapa pendapat ulama figh yang memberikan
definisi syirkah antara lain:*®

1. Mazhab Maliki, syirkah suatu izin tasharruf yaitu setiap
perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan
landasar syra’ bagi masing-masing pihak berserikat.

8 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, 361.

62 Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap
PSAK 106 Pada Bank Syariah X," Binus Business Review, Volume 3 No. 1 (2012):
273-85, https://www.neliti.com/id/publications/167752/analisis-penerapan-akuntansi-
musyarakah-terhadap-psak-106-pada-bank-syariah-x.

Yunita Agza and Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah,
Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah," Igtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus, Volume
10 No. 1 (2017): 228-48, http://dx.doi.org/10.21043/igtishadia.v10i1.2550.
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2. Mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal
hak dan tasharruf.

3. Mazhab syafi’i, syirkah merupakan berlakunya hak atas
sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan
persekutuan.

4. Sayyid Sabiq, syirkah adalah akad antara dua orang
berserikat pada pokok modal harta (modal) dan
keuntungan.

5. T.M. Hashi Ash Shiddieqy, syirkah merupakan akad
yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk
bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi
keuntungannya.®*

Secara umum - musyarakah adalah akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di
mana masing-masing pihak- memiberikan kontribusi dana
(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan
@an 'restka  akan dltanggung bersama__sesuai  dengan
kesepakatan keuntuhgaﬁ dan atau keruglan yang mungkin
tintha, dari“kegiatan ekonomi atau Bisniss ditanggung secara
bersama-sama, -Daiam kesepakatan ‘nisbah bagi hasil tidak
terdapat suatu fixed”and cMrn sebagaimana bunga,
tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan
produktifitas nyata dari produk tersebut ®®

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan syariah, musyarakah yaitu akad
kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai

8 Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," Jurnal limiah Mizani:
Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, Volume 1 No. 2 (2014):
http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.60.

8 Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian
Islam," ’Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Iimu Keislaman, Vol. 8 No. 1 (2015): 1-
24, https://jurnal.instika.ac.id/index.php/Anillslam/article/view/31.
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porsi dana masing-masing.®®

Menurut Fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah
pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-
masing pihak memberikan konstribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan.®’

Berdasarkan pengertian di atas musyarakah adalah
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha
tertentu dimana para pihak masing- masing memberikan
konstribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan
dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di
sepakati.®®

b. Dasar Hukum Musyarakah
1. al-Qur’an

Musyarakah memiliki kedudukan yang sangat
kuat_dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh
al Qu1 an, hadits ; sﬂrtzﬂ |uma ulama. Dalam al-Qur’an
terdabat ayat: ayat yang menglsyara.tkan pentingnya

musyarakah._ ah berflrmaﬁ,dalam QS. an-Nisa’ ayat
o bl g

Cg_d.d\‘_se.ds).&a@

“Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga”

% Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

5 H Maulana Hasanuddin and H Jaih Mubarok, Perkembangan Akad
Musyarakah (Jakarta: Prenada Media, 2018), 12.

% Heru Mar uta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta
Aplikasinya Dalam Masyarakat,” Igtishaduna: Jurnal llmiah Ekonomi Kita, Volume
5 No. 2 (2016): 80-106,
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/igtishaduna/article/view/81.

° Raja Ritonga, "The First Class Of Women Heir Member In The
Observation Of Surah an-NISA Ayat 11, 12 AND 176," Al-’Adalah: Jurnal Syariah
Dan Hukum Islam, Volume 6 No. 1 (2021): 1-17,
https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362.
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Selain itu Allah SWT memperbolehkan praktik
akad musyarakah yaitu dengan bersekutu. Saling
bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini
adalah kerjasama antara dua atau lebih untuk
melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman
ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah
mendapat legalitas dari syariah. Ayat tersebut terdapat
dalam QS. Shaad ayat 24:"

P

—~—~ 82 0

Tless 1,50z Gl gupxépww NINSE

sl A58 LT 8005 Thy 2 ULl conk il

g

@“tubl} L,§|)J,>-3 240

“Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim

D kepadamu dengan meminta kambmgmu itu untuk

N "dltambahkan Repaqia kambmgnya Dan sesungguhnya

\ ““akebanyakan dari orang-oang_ yang berserikat itu

sebaglan mereka berbuat-zaiim kepada sebagian yang

“keeual ora@gﬁfa’r@ yang beriman dan

mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka

” Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya,

maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu
menyungkur sujud dan bertobat. "*

™ Febri Kusuma, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya
dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat lImu),”
Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES), Volume 6 No. 1 (2022): 19-36,
https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198.

™ Febri Kusuma, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya
dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat IImu),"”
Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES), Volume 6 No. 1 (2022): 19-36,
https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198.
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Kedua ayat tersebut menunjukan pengakuan
Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikn
harta. Hanya saja dalam QS. an-Nisa’ ayat 12
perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris,
sedangkan dalam QS. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar
akad (ikhtiyari).

2. Al-Hadist

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan
bahwa Allah SWT bersama orang-orang Yyang
bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis,
selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling
berkhianat rasulullah bersabda dalam hadist yang
Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘anhu:

Wb dal A5 e )&yl G062 s Jad &)
\.«5_/\.\4%;_1.;); M/;La L«AJ;L:\AL‘:}.‘. M_.\’;La

WAbu. Hurairah, Radhlyallahu ‘anhugAlllah  swt.
‘xberflrman “Akuf ada}ah p|hak ketiga ‘dafi dua orang

yang,, bersyarlkat selama salafl  satu® plhak tidak

mengkhianati-pihak yang Iam Jika salah satu pihak
telah berkﬁga@%\ﬁku ke@k‘d‘zﬂz‘l“ mereka.” (HR. Abu

Daud)

Hadist qudsi tersebut menunjukan kecintaan
Allah kepada hamba-Nya yang melakukan perkongsian
selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan
dan menjatuhi penghianatan.”

2. Rukun dan Syarat Musyarakah
a. Rukun Musyarakah

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam

transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

2 M. | Yusato dan MK Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, 72.
3 Muhammad Syaifudin, Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,

Dogmatik, dan Praktik Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju 2012), 89.



43

1. Pelaku akad, para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
3. Shighat, yaitu ljab dan Qabul
4. Nisbah keuntungan (bagi hasil)
b. Syarat-syarat Musyarakah

Syarat-syarat ~ yang  berhubungan  dengan
musyarakah menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi
empat bagian sebagai berikut:”

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk
musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang
lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan
adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

b. Yang berkenaarn.~dengan keuntungan, yaitu

pembagian keuntungan harus jelas dan dapat

b diketahui dua pihak,misalnya setengah sepertiga
. dan yang laﬂnn]q ®R

2. "‘Stésuatu yang  berkaitan dengaﬂ*—‘i-m‘.ﬁ's';/drakah mal
erdapai. perkara yang harus

(harta) Aﬁ[@}mal ini ﬁﬂf

dipenuhi yaltu

a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad
musyarakah adalah dari pembayaran (nuqud),
seperti junaih, riyal dan rupiah.

b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika

" Rohmat Sutanto and Zuhroh Diana, "Penerapan Fatwa DSN MUI No.
08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah Terhadap Pelaksanaan Akad
Musyarakah Pada Bmt Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo" (Skripsi, 1AIN
SURAKARTA, 2019), 5.

™ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah
Di Perbankan Syariah,” Jurnal llmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), Volume 2
No. 1 (2020): 9-22,
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/7857/3856.

’® Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhori, Shahih al Bukhari, Juz 111
(Beirut: Dar al Kitab al 'llmiyyah, 1992), 158.



44

akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya
sama maupunberbeda.”’

3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadah
disyaratkan:

a. Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadah
harus sama,

b. Bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.

c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan
syirkah umum, yakni pada semua macam jual
beli atau perdagangan.”®

Menurut ulama Malikiyah syarat-syarat yang
bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah
merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan menurut ulama
Syafi’iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah
hukumnya hanyaiah syirkah inan, sedangkan syirkah
yangHlainnya batal.”

3. Jenls—Jenls Musyarakah

Musyarakah terdapat"m n]adT dua jenis yaltumusyarakah
pemilik dan musyarakahrakad (konirak). Musyarakah pemilikan
tercipta karena vﬁa“?[_is\a@wasm{{;’ﬁ;é?ﬁkondla lainya yang
mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih.
Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi
dalam sebuah aset nyata dan berbagi dalam keuntungan yang
dihasilkan oleh sebuah aset. Sedangkan musyarakah akad
tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih
menyetujui  bahwa setiap orang memberikan modal
musyarakah. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

" Norman Syah Putra, Agus Widarsono, and Arim Nasim, "Analisis
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan
Musyarakah Modal Kerja Yang Diberikan Oleh Bank," Jurnal ASET (Akuntansi
Riset), Vol. 5 No. 2 (2013): 1-10, https://doi.org/10.17509/jaset.v5i2.9094.

8 Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia,” Jurnal Dewantara,
Volume 12 No. 02 (2021): 159-77,
https://ejournal.igrometro.co.id/index.php/pendidikan/issue/view/13.

" Suhendi, Figh Muamalah, 2002.1..
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Di dalam akad musyarakah terdapat syirkah. Syirkah
adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.®

Ada dua jenis syirkah atau syarikah yaitu syaritul Milk
(yang bersifat non-contractual) dan Syirkatul ‘Ukud (bersifat
kontraktual). Dalam syirkatul milk terjadi kepemilikan bersama
terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus
membentuk kerja sama yang sifatnya formal. Sedangkan
syirkah ‘uqud atau kerja sama secara kontraktual Iluas
digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini
dengan sengaja dibeniuk oleh dua orang atau lebih untuk
mengikatkan diri dalam suatu.kerja sama untuk berbagi dalam
keuntungan maupun Dberbagi dalam menanggung resiko.
Keuitungan dalam syirkatul ‘uqud dibagi dalamgproporsi yang
disepakati “di depan,-’ﬁédﬂwgkarg kerugian ‘ditanggung secara
proporsienal berdasarkan proporsi mod_g_l___y_arig"disetor masing-
masing pihak. Syis@livugud t%@%y,@injai beberapa bentuk:®2

1. Syirkah al-"inan .

Syirkah al-’inan yaitu kontak antara dua orang atau
lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan
dana dan turut aktif dalam bekerja. Kedua belah pihak
membagikan setiap kerugian dan keuntungan sebagaimana
yang telah disepakati di awal perjanjian. Pembagian yang

8 Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama
Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah
Dalam Hukum Ekonomi Syariah),” Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 No. 1
(2020): 34-41, https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613.

8 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari'ah (Jakarta: PT
Gramedia Utama, 2010).871..

8 Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad
Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, Volume 4 No. 1 (2021): 1-22, https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903.
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didapatkan oleh setiap pihak tidak harus sama dan serupa.
Baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil sesuai dengan
pembagian kesepakatan yang telah disepakati.®®

2. Syirkah al-mufawadhah

Syirkah al-mufawadhah yaitu bentuk kontrak kerja
sama antara kedua belah pihak atau lebih. Setiap pihak
membagi keuntungan dan kerugian secara sama dari
keseluruhan dana yang ada dan ikut aktif dalam kerja.
Demikian jenis musyarakah ini menjadi syarat utama ialah
kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan
beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.®*

3. Syirkah al-"amal

Syirkah al-’amal yaitu kontrak kerja sama oleh kedua
orang yang seprofesi- dengan membagi keuntungan dan
menerima pekerjaan  secara bersama-sama. Contohnya,
kerjasama dua orang pengacara untuk memperjuangkan atau
membela perkara yang merugikan hak klien dalam bidang
hukum L ‘Musyarakaliy, ini_gidisebut Juga ~ musyarakah
abdan/atau samg ’ dalam bi angﬁukum

4. Sylrkah al-w

g
Syirkah al-wufﬁh yamk kerja sama antara
dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise

yang baik serta ahli dalam bidang bisnis, mereka membeli
barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual
barang tersebut secara tunai. Membagikan keuntungan
dan Kkerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia

8 Deny Setiawan, "Syirkah Dalam Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi, Vol. 21
No. 03 (2013): 21, https://www.neliti.com/id/publications/8681/kerja-sama-syirkah-
dalam-ekonomi-islam.

8 Amalia Hasanah, "Tinjauan Figh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba",
Jurnal Muamalah, Vol. 3 No. 2 (2017): 1,
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4722.

8 Rachmad Risqy, "Implementasi Akad Musyarakah Sebagai Akad Yang
Mengikat Antara Kedua Belah Pihak,” Hukum Ekonomi Syariah, (2021): 2,
https://doi.org/10.31219/osf.io/xthqg.
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barang yang dipersiapkan oleh setiap rekan kerja.®

Sayid Sabig memberikan definisi syirkah al
wujuh yaitu dua orang atau lebih untuk membeli suatu
barang tanpa modal, melainkan semata berpegang kepada
nama baik dan kepercayaan para pedagang. Syirkah ini

disebut syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal. ®

Kerja sama syirkah dilakukan secara verbal tetapi
dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak
terjadi perselisihan dan persengketaan bisnis. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Bagarah
(2): 282 :%
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% Amalia Hasanah, "Tinjauan Figh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba",
Jurnal Muamalah, Vol. 3 No. 2 (2017): 1,
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4722.

" Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam,” Jurnal
Ekonomi, Volume 1 Nomor 3 (September 2013): 4,
https://media.neliti.com/media/publications/8681-1D-kerja-sama-syirkah-dalam-
ekonomi-islam.pdf.

% Departemen Agama R, Al-Qur'an dan Terjemahanya, 341.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah  seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), danhendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan.janganlah ia.mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang
lemah akainya atau lemah (keadaannya) atau.gia sendiri
tida*>mampu menglmlﬁkl(an maka hiendaklah walinya
menglmlakkan dengan jujur."Dan persaksikanlah dengan
dua orang-saksi-dari orang-crang—tetéki (di antaramu).
Jika tak ada@agg lelagt@a(boleh) seorang lelaki
dan dua orang perympuan dari saksi-saksi yang kamu
ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu
itu), kecuali jika mu‘amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;
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Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. ”

Kemudian pinjam meminjam dalam ekonomi
adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh para pelaku
ekonomi. Walaupun demikian, meminjam untuk
menanggung kebutuhan hidup berupa makan dan minum
dengan pinjaman yang terlalu besar, tidaklah dianjurkan
oleh Islam. Sedangkan pinjam yang berkaitan dengan
harta untuk kemaslahatan diperbolehkan dalam Islam.
Dalam firman Allah SWT QS. Al-Bagarah (2): 283:

P

s (% 8y - A B N P T I
ij Mwwhﬁtig‘ﬁd’;"vjﬁf‘“&ﬁjobﬁ
Aol & 20y sl a3 el Jﬂjwv&xw‘
y j’;,;t;:a;u e o3 a.\_@,wn \M N ,J,;
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““Dan Jtka kanm—daﬂvm- ‘Perjalanan sedang kamu tidak
men@apatkan-seorang penutis, _me#a hendaklah ada
barang jau _yang dipsgang. Tetapi, jika sebagian
kamu mempercgyal sebagtan yang lain, hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan
janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena
barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor
(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”®

4. Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah
(syirkah atas syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi dengan
adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk

& Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas
Dan Transparansi Dalam QS. Al Bagarah (2): 282-284,” Muamalah, Volume 12 No. 2
(2021): 15-35, https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708.
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meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-
sama. Bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di
mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk
sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.*

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang
bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading
asset), kewirausahaan (enterpreneurship), kepandaian (skill),
kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible
asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi
(creditworthiness) dan barang-barang lainya yang dapat dinilai
dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari
bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa

batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. **

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah bahwa
semua modal disatukan untuk. dijadikan modal proyek
musyarakah dan dikelola-secara_bersama-sama. Setiap pemilik
modal berhak turut serta dalam menentukan.kebijakan usaha
yang @ijalankan’ oleh pelaksana proyek.: Pemiiik modal
dipercaya, tnituk menjalankarﬂ proyek musyaarakah dan tidak
boleh melakukan tidakan seperti:” .

a. Menggabungka@ajla@royek

b. Menjalankan proyek musyaraah dengan pihak lain tanpa
izin pemilik modal lainya.

Jan arta pribadi

c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.

% Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, "Analisis Pengaruh
Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return
on Equity ) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia
Periode 2009-2012)," Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1 (2014): 3,
https://www.neliti.com/id/publications/83022/analisis-pengaruh-pembiayaan-
mudharabah-dan-musyarakah-terhadap-tingkat-profitab.

% Ahmad Sholeh, Terjemah dan Penjelasan Kitab Il (Semarang: Usaha
Keluarga, 2005), 37.

%2 Maidiana Astuti Handayani, "Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi
Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank
Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang)," Jurnal Fordema, Vol. 11 No. 2 (2014):
35-47, https://jurnal.um-palembang.ac.id/fordema/article/view/282.
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d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau

digantikan oleh pihak lain.
e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama

apabila:

1. Menarik diri dari perserikatan

2. Meninggal dunia

3. Menjadi tidak cakap hukum

4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan
jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan
kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

5. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam
akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan
dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati
untuk bank.*

. Ada dua cara untuk perbagian’hasil 7_m,usydrakah,

antara laifis. HilA
1. ‘B_,_a_g_i Laba (Iﬁt‘éfﬁr‘i_ﬁg) _
Profitashiaring /msiupakan bagi hasil didasarkan

kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan  untuk
memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendapatan (Revenue Sharing)

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi
hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang
diterimasebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang
telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

% Abdul Aziz, "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan
Syariah," Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah, Vol. 7 No. 1 (2016):
2, https://doi.org/10.24235/amwal.v7i1.218.
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tersebut.*

Bagan 2.1
Skema Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) dalam Akad Musyarakah®

Nasabah Parsial: Bank Syariah
Asset Value Parsial:

N e
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5. Berakhirnya Akad Musyarakah
a. Salah seorang mitra menghentikan akad.

b. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dalam hal
ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan
oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum
(baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua

% Suhartono Suhartono, dkk, "Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai
Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB. Net," Jurnal Online Insan Akuntan,
Volume 4 No. 1 (2019): 21, https://doi.org/10.51211/joia.v4i1.1112.

% Muhammad Syafi 'i Antonio, Bank Syari‘ah dari Teori ke Praktik (Jakarta:
Gema Insani,

2007), 102.
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ahli waris lain dan mitra lainnya.

¢. Modal musyarakah hilang atau habis.”

C. Perubahan Akad
1. Pengertian Perubahan Akad

Demi meningkatkan kompleksitas usaha, Bank
Syariah dan Unit Usaha Syari’ah (UUS) perlu menjaga
kelangsungan usahanya. Untuk meningkatkan kemampuan
dan efektivitas dalam mengelola resiko kredit dari aktivitas
pembiayaan (credit risk) serta meminimalkan potensi
kerugian. Bank Syariah dan Unit Usaha Syari’ah (UUS) dapat
melakukan perubahan dalam akad melalui restrukturisasi
pembiayaan yang dituangkan pada addendum akad
musyarakah. ¥’

Perubahan “akad melalui restrukturisasi dilakukan
berdasar sFatwa DSN No. 08/DSN #MUI/IV/2000 tentang
pembtayaan musyarakah serta Peraturar Baﬁk Indone5|a No
13/9/PBI/2011 tentangR sttuk{urlsaa pemblayaan bagi Bank
Syari aff™dan Unit Usaha Syari‘afl (UiS) Pasal 1 ayat 7,
disebutkan Wtruktw' Impembiayaan adalah upaya
yang dilakukan bank dalam angka membantu nasabah agar
dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya
restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau
pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa,
sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko
keuangan Bank Syari’ah dapat dihindari.*®

Perubahan akad menurut hukum ekonomi syariah
dapat dilakukan dengan sistem nisbah bagi hasil (syirkah).

% Abdul Aziz, "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan
Syariah," Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah, Vol. 7 No. 1 (2016):
2, https://doi.org/10.24235/amwal.v7i1.218.

%" Rodoni Ahmad & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syari‘ah (Jakarta:
Zikrul Hakim, 2008), 4.

% T Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Kanisius,
2003).211.
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Dengan adanya sistem nisbah bagi hasil (syirkah) merupakan
langkah yang dapat diambil oleh pihak Bank Syari’ah untuk
menerapkan aktivitas perbankan yang sah menurut Islam.
Sehingga nasabah khususnya masyarakat usaha kecil dan
menengah mampu bangkit dari keterpurukan dan mudah
menciptakan serta mengembangkan usahanya, melalui
kontrak kerja sama antara kedua belah pihak.*®

Penggolongan Perubahan Akad

Penggolongan dalam perubahan akad melalui proses
restrukturisasi antara lain sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), merupakan upaya
yang dilakukan dalam perubahan jadwal pembayaran
kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Persyaratan kembali (reconditioning), merupakan upaya
yang dilakukan _dalam perubahan sebagian atau
seluruhnya persyaratan-pembiayaan tanpa menambah sisa
pokok! kewajiban nasabah yarig hdrus dibayarkan kepada
bankfkeliputi perubqhaq jadwal pembaydfan, “perubahan
jurnlah angsuyrari, —perubaharr jangka waktu perubahan
nisbah dalam pembiayaan mudarabali “atau musyarakah,

dan/atau pen‘i%?@ﬁ‘potongw

c. Penataan kembali (restructuring), merupakan upaya yang
dilakukan dalam perubahan persyaratan pembiayaan
meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi
surat berharga syariah berjangga waktu menengah,
konversi  pembiayaan menjadi penyertaan modal

% Toha Idi Sambodo, H Z Syarafuddin, and Nurul Huda, "Tinjauan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000
Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen” (Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 21.



55

sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai
dengan rescheduling atau reconditioning.'®

3. Tujuan Perubahan Akad

Dengan  adanya  perubahan  akad melalui
restrukturisasi, Bank Syari’ah mencegah timbulnya salah satu
perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam vyaitu riba.
Larangan riba pada hakikatnya untuk mencegah ketidak adilan
dan kedzaliman.'®*

Allah SWT menghapuskan riba dan melenyapkannya.
Peristiwa ini terjadi dengan cara adakalanya Allah
melenyapkan riba secara keseluruhan dari tangan pelakunnya
atau adakalanya Dia mencabut berkah hartanya. Sehingga ia
tidak dapat memanfaatkannya, melainkan menghilangkannya
di dunia, dan kelak akan menyiksanya. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam QS. al-Bagarah ayat 276 sebagai berikut:

\mj(u“)ufdfwg&\jrww‘djj ;J‘:&Jd;nl.:

“Allah memumahkan Ilacl dan menyuburkan vedekah Allah
tidak’ MenyuKai.setiap orang yang tetap_ dalam kekafiran dan
bergelimang do safliis>

W
Pada dasarnya adanya Bank Syari’ah adalah upaya
untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank
konvensional. Sebab dalam perspektif hukum Islam, Allah
SWT mulai menerangkan mengenai aturan serta sanksi dari
orang yang melakukan riba. sebagaimana firman Allah dalam
QS. al-Bagarah ayat 278-279 sebagai berikut:

100 Bpa Oricha, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah
pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Pensiun di PT. Bank Muamalat KCU
Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2022), 33.

101'M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003),101.

102 Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Penanganan Non-
Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah," At-Taradhi:
Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9 No. 1 (2018): 1-9, http://dx.doi.org/10.18592/at-
taradhi.v9i1.2086.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika
kamu orang beriman (278). Maka jika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
(279).71%

Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang
menghutangkan. .Jika orang yang_berhutang menghiwalahkan
kepada orang| kaya dan. erkemampuan, hendaklah ia
menerimal hiwalah iersebut, dan selanjutnya hendaklah ia
menglkutl dan menaglhl utangnya  kepada® orang yang
dlhlwalahkanya Dengan ¢ é—sepertl ini dlharapkan haknya
dapat dibayaidan dapat dlpenuhn Adapan landasan hukum
terdapat dalam G- 8Badarall agaiPe0 sebagai berikut: '

P

z

P

E ENg ei{/: ‘/ .7 27 \/ ?/."/.‘/9} 4 2 -
ﬁésdﬂ:-b.éu\.,a_:ob WJ!QJ)/Q:J;M)J /~>Kob
f;gg\),.«bu,mful

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

103 Acme Admira Arafah, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) (Analisis Tentang Mudharabah,
Musyarakah, dan Murabahah), At-Tafahum, Vol. 2 No. 1 (2018): 2,
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5101.

104 Acme Admira Arafah, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) (Analisis Tentang Mudharabah,
Musyarakah, dan Murabahah), At-Tafahum, Vol. 2 No. 1 (2018): 4,
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5101.
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menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”

4. Hikmah Perubahan Akad

Terdapat hikmah dari perubahan dalam akad, di antaranya
sebagai berikut.

a. Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha

Mekanisme yang dilakukan bertujuan agar nasabah
dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan baik dan
lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang
nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank,
baik dari segi karakter ataupun usaha yang dijalankan.

b. Untuk Menjaga Kualitas Pembiayaan

Bank Indonesia  terus berkomitmen mendorong
pertumbuhan hisnis' perbankan syariah di Indonesia.
Salah saiunya dengan menjaga Kualitas pembiayaan.

c. Untuk= Mendukung © Pertumbuhan Industri Perbankan
Syarlah =

P\ .
2, ) Pengaturan—pe bankan di lndones»a dalam upaya
meningKatkais-ketahanan.sistei perbankan melalui
penyemﬁm;aeratu@yéanﬁnfrastruktur Agar bank
syari’ah dapat beroperasi secara optimal diperlukan
kelengkapan peraturan dan infrastruktur yang dapat
menjamin bank syari’ah dikelola dengan cara- cara yang

sesuai prinsip syari’ah dan kehati-hatian bank. *%

d. Untuk Meminimalisasi Risiko Kerugian

Bank syariah sebagai lembaga perantara
(intermediary) antara satuan kelompok masyarakat atau
unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana
(surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami

195 5pleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-
MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Ahkam: Jurnal Hukum
Islam, Volume 4 No. 2 (2016): 2-171,
https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/230.
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kekurangan dana (defisit unit). Penyaluran pembiayaan
yang dilakukan dengan adanya restrukturisasi
pembiayaan ini diharapkan kerugian bank dapat teratasi,

sehingga tidak menyebabkan bank tersebut gulung tikar
106

(paylit).

106 1pig.
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